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PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 55 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung telah di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung; 

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan tenaga dokter subspesialis, perlu 

mengubah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5494);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik   

Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244,  Tambahan 

Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 57); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 

03 Seri A); 

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubenur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 5 Seri E) 

diubah sebagai berikut: 

1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka, yakni angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai 

adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri 

Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas 

pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pegawai 

Daerah yang ditugaskan pada intansi lain dalam 

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

6. Pendidik adalah PNS yang menduduki jabatan 

fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah 

dan satuan pendidikan khusus. 

7. Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional 

Tertentu/Jabatan Fungsional Umum pada satuan 

pendidikan menengah dan satuan khusus yang 

menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala 

sekolah, pengelola laboratorium/ bengkel, pranata 

laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, 

pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana. 

7a. Dokter subspesialis adalah Dokter spesialis yang 

telah dinyatakan pengakuan penambahan gelar 

akademik oleh Badan Kepegawaian Negara berbasis 

peningkatan pendidikan formal atau dokter yang 

telah dinyatakan kolegium yang menaungi sebagai 

dokter Sub Spesialis yang dibuktikan dengan 

kepemilikan sertifikat kompetensi tambahan bidang 

keahlian profesi. 
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8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat 

BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya 

disingkat TPP  adalah penghasilan yang diterima 

Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 

merupakan kebijakan Daerah. 

10. Pejabat Penanggung Jawab adalah Perangkat Daerah 

selaku Pengguna Anggaran. 

 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(2) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

TPP juga dapat diberikan kepada: 

a. Pegawai Daerah yang melaksanakan tugas pada 

PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, termasuk 

Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar 

Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam 

Daerah; 

b. Pegawai Pusat atau pegawai daerah lain yang 

dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan 

Pemerintah Provinsi; 

c. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan singkat non gelar 

dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat 

kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan 

pertukaran PNS dengan pegawai swasta; 

d. Pegawai yang meninggal dunia pada bulan 

berkenaan; 

e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  

f. Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis; dan 

g. Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti 

Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan 

Penting dan Cuti Besar dalam rangka 

melaksanakan ibadah. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang  

pada tanggal 16 September 2019 

 
GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
ERZALDI ROSMAN 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 16 September 2019 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
YULIZAR ADNAN 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 

NOMOR 46 SERI E 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 

 

MASKUPAL BAKRI 

Pembina Utama Muda/IV.c 

NIP. 19630306 198603 1 015 

 


